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SALINAN 

 

  

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2018 

TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH               

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang  : a. bahwa tata cara pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara 

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah 

melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja; 

   b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 

2018 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BAB IV Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas yang mengatur cuti 

bagi PNS dan PPPK sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 

hukum, sehingga perlu cabut; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Cuti Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

 

2. Undang-Undang . . . 
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   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

   3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6868); 

   5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20I7 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20I7 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 20I8 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I8 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 

 

 

 

8. Peraturan . . . 
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 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

  9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 842); 

 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 406); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 76 TAHUN 

2018 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR. 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2018 

tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2018 Nomor 76 Seri E); 

b. Ketentuan yang mengatur cuti bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam BAB IV 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 

tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 88 Seri E), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  13 Januari 2025 

 

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,  

  

  ttd.    

                                           

ADHY KARYONO 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal  13 Januari 2025 

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, 

 

     ttd. 

 

        BOBBY SOEMIARSONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 3 SERI E.  

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Plt. KEPALA BIRO HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 
 
 
 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 
NIP 19690129 199303 2 001 
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